
 
 

BUPATI SUMEDANG 
PROVINSI JAWA BARAT 

 
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG 

 
NOMOR 242 TAHUN 2021 

 
TENTANG 

 

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
PADA PERSEROAN TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SUMEDANG  

TAHUN ANGGARAN 2021 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SUMEDANG, 

 
Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses pendanaan skala 

mikro bagi masyarakat, membantu peningkatan 
pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat 

dan membantu peningkatan pendapatan dan 
kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin 
dan/atau berpenghasilan rendah perlu dilakukan 

penambahan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah 
Kabupaten Sumedang pada Perseroan Terbatas Lembaga 

Keuangan Mikro Sumedang; 
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) 

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 
2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten 
Sumedang pada Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan 

Mikro Sumedang, setiap penyertaan modal pada 
Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Sumedang 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 
Bupati tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 
Kabupaten Sumedang pada Perseroan Terbatas Lembaga 

Keuangan Mikro Sumedang  Tahun Anggaran 2021; 
 

 
                                                                                                     

 
 
 

                                                                                                    Mengingat .... 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukkan Daerah-daerah Kabupaten Purwakarta dan 
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2851); 
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang 

Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 

2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan 

Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi atau 
Merger menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan 

Mikro (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 
Nomor 186 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Barat Nomor 186); 
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 

2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten 

Sumedang pada Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan 
Mikro Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang 

Tahun 2016 Nomor 6); 
6. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 142 Tahun 2020 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten 
Sumedang Tahun 2020 Nomor 142); 

 
Memperhatikan : Surat Direktur Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro 

Sumedang Nomor 019/LKM/SMD/IV/2021 tanggal 26 April 
2021 perihal Permohonan Pencairan Penyertaan Modal; 

 
MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENYERTAAN MODAL 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG PADA 

PERSEROAN TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO 
SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2021 
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KESATU : Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada 

Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Sumedang  
sebesar Rp420.000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah). 
 

KEDUA 
 

 

: 
 

 

Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Sumedang 
mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil pengelolaan 

penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Diktum 
KESATU kepada Bupati. 
 

KETIGA 

 

: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2021. 
 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 

Ditetapkan di Sumedang 

pada tanggal 21 Juni 2021 
 

BUPATI SUMEDANG,   
       

             ttd 
 

DONY AHMAD MUNIR 
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